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ABSTRAK 

Devia Rahma Firdaus: Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Kebijakan afirmasi melalui kuota 30% calon legislatif perempuan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan meningkatkan keterwakilan 

perempuan dalam lembaga legislatif. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan 

ini di DPRD Kabupaten Subang masih belum efektif, ditunjukkan dengan rendahnya 

jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi legislatif, yaitu hanya 22% pada 

periode 2024–2029. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan 

hukum dan realitas di lapangan. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahu implementasi ketentuan 

keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah terlaksana 

secara efektif di DPRD Kabupaten Subang dan bagaimana analisis yuridis terhadap 

hambatan/kendala yang dihadapi; Untuk mengetahui efektifitas kebijakan afirmasi 

(affirmation actom) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

dalam meningkatkan representasi Perempuan di DPRD Kabupaten Subang. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, teori 

kesetaraan gender, dan teori pemilu. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana prinsip 

kedaulatan rakyat, kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, serta mekanisme 

pemilu yang demokratis menjadi dasar dalam menganalisis tingkat representasi 

perempuan di DPRD Kabupaten Subang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui teknik library research serta 

wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan pengumpulan, 

pengklasifikasian, penguraian, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, representasi 

perempuan di DPRD Kabupaten Subang masih di bawah ketentuan afirmasi 30%, 

karena hanya mencapai 22% pada periode 2024–2029; Kedua, rendahnya keterwakilan 

tersebut disebabkan oleh penempatan calon perempuan pada nomor urut tidak strategis, 

minimnya dukungan partai, budaya patriarki, serta keterbatasan modal politik; Ketiga, 

efektivitas kebijakan afirmasi meningkat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

169/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan keterwakilan perempuan tidak hanya dalam 

pencalonan tetapi juga dalam alat kelengkapan dewan. 
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